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. Akibat Hukum Pemanfaatan Mata Uang Virtual Sebagai Alat
Pembayaran Pada Layanan Overstock.com Oleh Konsumen
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Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016
Transaksi Pembayaran menegaskan bahwa pemanfaatan ma
merupakan hal yang dilarang secara yuridis. Namun ketentuan Peraturan Bank Indonesia tidak
menjangkau mengenai akibat hukum dari pemanfaatan mata uang virtual yang dilakukan oleh
konsumen Indonesia pada penyelenggara yang didirikan menurut hukum asing seperti halnya
pada layanan Overstock.com. Penelitian ini bermaksud mengkaji untuk mengkaji keabsahan
kontrak elektronik dari layanan Overstock.com yang memuat pemanfaatan mata uang virtual
oleh konsumen Indonesia namun sekaligus pula mengkaji akibat hukum yang dapat ditimbulkan
berkenaan dengan transaksi tersebut. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan dagang merupakan aspek kehidupan yang mencerminkan bahwa
manusia adalah makhluk yang terbuka dengan komunitasnya.! Pada umumnya,
karakteristik sebuah hubungan dagang akan berkaitan erat dengan kelompok
masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dimana pada kelompok masyarakat bersahaja,
hubungan dagang diwujudkan dalam sebuah kegiatan barter.? Pada kegiatan barter
tidak dikenal konsepsi alat pembayaran secara harfiah. Melainkan menggunakan
konsepsi pertukaran barang sebagai pola pembayarannya. Namun dalam
perkembangannya, Siti Latifah menegaskan bahwa konsepsi pertukaran barang
tersebut menghasilkan penilaian yang subjektif terhadap nilai sebuah barang.®
Berpijak dari hal tersebut, pola pembayaran kemudian beralih dalam beberapa bentuk
alat pembayaran seperti logam mulia hingga penggunaan uang yang berbahan dasar
kertas (paper money).

Penggunaan alat pembayaran tersebut berperan penting dalam sebuah hubungan

dagang seperti kegiatan jual beli. Ditinjau dari bentuknya, kegiatan jual beli sendiri

! Yohanes Agung Setyono, Kebebasan Manusia Di Hadapan Determinisme-Determinisme
(Antropologi Filosofis Louis Leahy), Skripsi., Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang,
2000., hal.30.

2 Masyarakat bersahaja adalah kelompok masyarakat yang berkarakteristik homogen dan
sistem sosial dijalankan berdasarkan pranata adat. Lihat: Selo Soemardjan, Masyarakat dan Manusia
Dalam Pembangunan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993., hal.62.

3 Siti Latifah, Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat Pedalaman Desa Bantal
Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Skripsi., Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017., hal.25.
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dapat dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan jual beli konvensional dan kegiatan jual
beli secara elektronik (electronic commerce, selanjutnya disebut dengan e-
commerce).* Kegiatan jual beli konvensional merupakan kegiatan jual beli yang
dilakukan secara tatap muka oleh para pihak. Dan alat pembayaran dalam kegiatan
jual beli konvensional adalah uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam.
Sedangkan, kegiatan e-commerce merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan
dengan jaringan. Alat pembayaran yang digunakan dalam kegiatan e-commerce
sendiri cukup beragam. Selain dapat dilakukan secara tunai, metode pembayaran
dalam kegiatan e-commerce dapat pula dilakukan secara non tunai yaitu dengan
menggunakan kartu kredit, uang elektronik hingga uang virtual.

Berkenaan dengan uang elektronik dan mata uang virtual tersebut, perlu
ditegaskan bahwa kedua bentuk alat pembayaran tersebut merupakan dua hal yang
berbeda. Hal tersebut dikarenakan uang elektronik merupakan produk nilai uang
milik konsumen yang tersimpan dalam suatu media elektronik. Dimana pada
prinsipnya, nilai dari uang elektronik tersebut merupakan hasil konversi digital dari
mata uang negara terkait.> Sedangkan, mata uang virtual merupakan mata uang yang
ditransaksikan melalui basis jaringan.® Dan berkenaan dengan pemanfaatan mata

uang virtual pada kegiatan e-commerce, dewasa ini hal tersebut telah diterapkan

4 S.Sahabuddin, Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E-Commerce (Pendekatan
Komparatif), Jurnal Lex Specialis No.20, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2014.,
hal.26.

> Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Jurnal
Yuridika Vol.32 No.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017., hal.138.

& Ayke Nuraliati dan Peny Cahaya Azwari, Akuntansi Untuk Cryptocurrency, Jurnal I-Finance
Vol.4 No.2, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, 2018., hal.131.



dalam beberapa layanan e-commerce. Salah satunya vyaitu pada layanan
Overstock,com.’

Namun, praktik pemanfaatan mata uang virtual sebagai alat pembayaran dalam
transaksi e-commerce di Indonesia telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan
normatif yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam ketentuan
Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut PBI Nomor
18 Tahun 2016) yang berbunyi:

“penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan
transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency”.®

Namun Pasal 1 angka (3) PBI Nomor 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa:

“penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank

yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran”.®

Dimana Pasal 1 angka (2) PBI Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

“lembaga selain bank adalah badan usaha bukan bank yang berbadan hukum

dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia”.°

Sehingga mengacu pada Kketentuan diatas, berimplikasi dengan tidak
mengikatnya ketentuan pelarangan pemanfaatan mata uang virtual tersebut oleh

Overstock.com dikarenakan Overstock.com merupakan layanan inkorporasi

" https://nelp.overstock.com/help/s/article/Bitcoin, diakses pada 21 September 2019 pukl
22.50 WIB.

8 Lihat Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

9 Lihat Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

10 |jhat Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.


https://help.overstock.com/help/s/article/Bitcoin

Oversctok yang didirikan menurut hukum Amerika Serikat.!! Dan apabila dikaitkan
dengan kontrak elektronik pada layanan Overstock.com, maka akan timbul sebuah
kekosongan hukum hukum terkait keabsahan dari kontrak elektronik tersebut apabila
ditinjau menurut hukum Indonesia.

Selain itu, diterapkan pula klausula baku oleh Overstock.com dalam ketentuan
term and conditions yaitu dengan menerapkan hukum Inggris sebagai pilihan hukum
dan pengadilan Inggris maupun Pengadilan Wales sebagai pilihan forum. Namun
yang perlu digarisbawahi, klausula baku ini tidak disebutkan dalam rumusan kontrak
elektronik yang disepakati oleh para pihak sehingga membuka ruang bagi konsumen
untuk tidak mengetahui perihal pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku atas
transaksinya.'?

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah indikasi tidak diterapkannya itikad
baik dan asas transparansi oleh Overstock.com. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik menegaskan bahwa:

“Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi

transaksi internasional yang dibuatnya”.!3

Mengacu pada ketentuan tersebut maka seorang konsumen diberikan ruang untuk

dapat memilih hukum yang berlaku terhadap transaksi yang dilakukannya. Penerapan

11 https://help.overstock.com/help/s/article/Overstock-Marketplace?, diakses pada 21
September 2019 pukul 22.54 WIB.

12 https://www.overstock.com/intlcheckout?TID=Cart:Link:CheckOut: Totals, diakses pada 21
September 2019 pukul 23.10 WIB.

13 Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
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klausula baku secara sembunyi-sembunyi ini tidak dipungkiri akan menimbulkan
suatu ketidakadilan hukum bagi konsumen Indonesia.'* Terutama apabila konsumen
tersebut berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji lebih mendalam permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk
skripsi dengan judul AKIBAT HUKUM PEMANFAATAN MATA UANG
VIRTUAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA LAYANAN
OVERSTOCK.COM OLEH KONSUMEN INDONESIA.

B. Rumusan Masalah
Didasari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam
penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan dari kontrak elektronik Overstock.com yang
memuat klausula pemanfaatan mata uang virtual oleh konsumen
Indonesia ?

2. Bagaimana akibat hukum pemanfaatan mata uang virtual sebagai alat

pembayaran pada layanan Overstock.com oleh konsumen Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

14 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard): Perkembangannya di Indonesia.,
Alumni, Bandung, 1980., hal.105.



1. Untuk memahami keabsahan dari kontrak elektronik Overstock.com yang
memuat klausula pemanfaatan mata uang virtual oleh konsumen
Indonesia.

2. Untuk memahami akibat hukum pemanfaatan mata uang virtual sebagai

alat pembayaran pada layanan Overstock.com oleh konsumen Indonesia

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kepustakaan untuk para akademisi
yang memiliki konsentrasi kajian di bidang hukum perdata, secara khusus pada
aspek hukum perdata internasional. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi
bagi para penulis yang hendak melakukan penelitian hukum terkait penerapan
pilihan hukum dan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa transaksi
elektronik internasional.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi konsumen Indonesia
untuk memahami proses penyelesaian sengketa transaksi elektronik internasional

dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional.

E. Kerangka Konsep

1. Akibat Hukum



R. Soeroso menerangkan bahwa akibat hukum merupakan akibat yang timbul
dari sebuah tindakan hukum yang diatur oleh suatu hukum.'® Pada prinsipnya,
sebuah perbuatan hukum memuat hak dan kewajiban dari seorang subjek hukum.
Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap subjek hukum dalam sebuah
norma hukum akan terikat dengan ketentuan norma tersebut. Dalam penelitian ini,
yang dimaksud sebagai akibat hukum adalah akibat yang timbul dari pemanfaatan
mata uang virtual pada layanan Overstock.com oleh konsumen Indonesia dalam
perspektif hukum.

2. Pemanfaatan

W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa pemanfaatan merupakan suatu
proses memanfaatkan sesuatu untuk sebuah tujuan.*® Selain itu, pemanfaatan dapat
pula berarti suatu kegiatan yang mendayagunakan suatu hal untuk sebuah
kepentingan. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai pemanfaatan adalah
proses memanfaatkan mata uang virtual sebagai alat pembayaran pada layanan
Overstock.com oleh konsumen Indonesia

3. Mata Uang Virtual

Marek Dabrowski dan Lukasz Janikowsk dalam artikel ilmiah berjudul

“Virtual Currencies and Central Banks: Monetary Policy Challenges Ahead”

mengemukakan bahwa mata uang virtual merupakan mata uang Yyang

15 R. Soeroso, Pengantar llmu Hukum., Sinar Grafika, Jakarta, 2006., hal.295.
16 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.,
hal.125.



menggunakan teknologi kriptografi serta baik mekanisme pengaturan maupun
pengedarannya tidak menjadi kewenangan bank sentral suatu negara.l’ Dalam
penelitian ini, mata uang virtual yang dimaksudkan hanya terbatas pada mata uang
virtual yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh layanan Overstock.com.
4. Alat Pembayaran
Alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam suatu sistem
pembayaran baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.'® Salah satu alat
pembayaran dalam sistem pembayaran adalah sistem pembayaran non tunai yaitu
dengan menggunakan mata uang virtual. Oleh karena itu, alat pembayaran yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mata uang virtual yang digunakan
sebagai alat pembayaran pada layanan Overstock.com.
5. Konsumen
Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menegaskan bahwa:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.®

17 Marek Dabrowski dan Lukasz Janikowsk, Virtual Currencies and Central Banks: Monetary
Policy Challenges Ahead, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies on
European Union, Brussels, 2018, hal. 5.

18 Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pengantar Sistem
Pembayaran dan Instrumen Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank
Indonesia, Jakarta , 2009., hal.2.

19 Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.



Oleh karena itu, konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen Indonesia
yang memanfaatkan mata uang virtual sebagai alat pembayaran pada layanan
Overstock.com.

F.Landasan Teori
1. Teori Perjanjian

Handri Raharjo menyatakan bahwa istilah perjanjian berasal dari kata
overeenkomst.?’ Sedangkan itu, R. Subekti menerangkan bahwa perjanjian adalah
suatu peristiwa berjanjinya suatu pihak kepada pihak lainnya untuk melakukan
suatu hal.?!Suatu hal yang dimaksud oleh R. Subekti diatas dikenal pula dalam
KUH Perdata sebagai prestasi. Dalam KUH Perdata, terdapat perluasan makna
prestasi yang tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat aktif melainkan pula
tindakan yang bersifat pasif yang berupa janji untuk tidak melakukan sesuatu.??
Apabila salah satu pihak melalaikan prestasi, maka pihak tersebut telah melakukan
wanprestasi atau ingkar terhadap prestasi.

Selain itu dalam merumuskan sebuah perjanjian, para pihak memiliki
kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian berdasarkan asas
kebebasan berkontrak. Meskipun demikian, para pihak harus tetap
mempertimbangkan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu mengenai

kesepakatan, kecakapan para pihak, terdapatnya objek tertentu dalam perjanjian

20 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia ,Yogyakata, 2009.,
hal.41.

21 Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1996., hal.1.

22 ihat Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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serta tidak terdapatnya suatu sebab yang dilarang?®. Retna Gumanti
mengemukakan bahwa dalam syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat dua jenis
syarat yaitu syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan para pihak
serta syarat objektif yang meliputi objek perjanjian dan tidak terdapatnya suatu
sebab yang tidak dilarang.?* Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menegaskan
apabila sebuah syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian terkait dapat
dimintakan pembatalan kepada majelis hakim sedangkan apabila syarat objektif
yang tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum dan
perjanjian terkait sejak semula telah tidak berlaku.?®
2. Teori Pilihan Hukum dan Pilihan Forum

Dalam merumuskan sebuah perjanjian atau kontrak dimana para pihak tunduk
pada sistem hukum yang berbeda, maka para pihak dapat merumuskan pilihan
hukum dan pilihan forum yang diberlakukan dalam perjanjian terkait. Pilihan
hukum dan pilihan forum tersebut dirumuskan berdasarkan kesepakatan para pihak
dengan mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak. Namun mengenai asas
kebebasan berkontrak tersebut, Sudargo Gautama menegaskan asas kebebasan
berkontrak dapat dibatasi oleh beberapa hal seperti tidak melanggar ketertiban

umum, berlaku secara terbatas di bidang hukum kontrak.?

2 Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

24 Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata), Jurnal Pelangi
IImu Vol.5 No.1, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2012., hal.4.

% Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,
PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003., hal.68

% Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional: Himpunan Ceramah dan Prasaran,
Alumni, Bandung, 1976., hal.26.
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Syafran mengemukakan bahwa pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak
adalah terkait dengan hukum yang berlaku atas kontrak terkait.?” Sedangkan
dinyatakan pula oleh M. Alvi Syahrin bahwa pilihan forum berkaitan
dengandengan pemilihan forum untuk berwenang menyelesaikan sengketa para
pihak.?? Mengenai hukum yang diberlakukan oleh para pihak dalam kontrak
terkait, Huala Adolf menyatakan bahwa hukum tersebut dapat meliputi hukum
yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa (applicable substantive law atau
lex cause) atau hukum yang berlaku untuk persidangan.?®

3. Teori Perlindungan Konsumen

Salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat
luas. Dan salah satu pelaksanaan fungsi hukum tersebut adalah berkenaan dengan
bidang perlindungan konsumen. A.Z. Nasution menegaskan dalam bahwa hukum
perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang
mengatur dan melindungi konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.*® Definisi
tersebut sejalan dengan perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan ruang

27 Syafran, Pilihan Hukum, Forum. dan Domisili Suatu Kontrak Dalam Bisnis, Jurnal
Masalah-Masalah Hukum Vol.41 No.4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.,
hal.607.

2 M. Alvi Syahrin, Penentuan Forum Yang Berwenang dan Model Penyelesaian Sengketa
Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam
Pembangunan Ekonomi Nasional, Jurnal Rechtsvinding Vol.7 No.2, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Jakarta, 2018., hal.213.

2 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2011., hal.215.

30 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta,
2006., hal.21.
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perlindungan kepentingan bagi konsumen serta menerapkan suatu keseimbangan
kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.®! Dan melakukan pelarangan
terhadap klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. 32
Hal tersebut membuktikan bahwa hukum perlindungan konsumen Indonesia
menganut teori caveat venditor. Ni Nengah Werdhyasari mengemukakan bahwa
caveat venditor merupakan suatu keadaan dimana pihak penjual harus menerapkan
asas kehati-hatian serta bertanggung jawab terhadap produk yang dijualnya kepada
pembeli.* Mengutip pernyataan Deviana Yuanitasari, teori caveat venditor
merupakan antitesis dari teori caveat emptor yang menegaskan bahwa asas kehati-
hatian dan tanggung jawab terletak pada pihak pembeli semata.®* Sehingga
penerapan teori caveat venditor berimplikasi memberikan hak kepada konsumen
untuk melakukan perlawanan dan tuntutan apabila hak yang dimiliki konsumen
tidak terpenuhi oleh para pelaku usaha.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini akan disusun dengan mengunakan jenis penelitian hukum

normatif. Kajian pada penelitian normatif adalah bersumber pada inventarisasi

31 Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

32 Lihat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

33 Ni Nengah Werdhyasari, “Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku E-Commerce
Lintas Negara di Indonesia”., Universitas Khatolik Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013., hal.32.

34 Deviana Yuanitasari, Re-evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor Dalam Tanggung
Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen, Jurnal Arena Hukum Vol.10 No.3, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Malang, 2017., hal.428.
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hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika
hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.3® Oleh
karena itu, penulis juga turut mengkaji penelitian ini dari sumber kepustakaan
yang memiliki relevansi dengan penelitian.

2. Metode Pendekatan
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Aprroach)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan melakukan rujukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Mengutip pernyataan Peter
Mahmud Marzuki, metode pendekatan peraturan perundang-undangan
dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait sinkronisasi dan
harmonisasi dari sebuah tata peraturan perundang-undangan.®

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Research)

Johan Nasution menyatakan penggunaan metode pendekatan konseptual
dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum atau doktrin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun sebuah argumentasi
hukum.®” Meskipun masih dalam tahap proyeksi, permasalahan hukum
tersebut tetap dapat dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan
dan studi kepustakaan secara berimbang.

3. Bahan Penelitian

% Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004., hal.52.

3 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2012., hal.36.

37 Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, Mandar Maju , Bandung, 2008., hal.96.
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a. Bahan Penelitian Hukum
Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri
dari:
1. Bahan Hukum Primer
Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan hukum primer
terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.® Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang
dirujuk meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

¢. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

38 peter Mahmud Marzuki.Op.Cit., hal.141.



15

2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4962);

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-
DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Kartu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana yang
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
Dengan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5275);

Peraturan Bank Indonesia Nomor  18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
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m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951);

n. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203)

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk
memperjelas substansi bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis
merujuk pula bahan hukum sekunder yang meliputi:
a. doktrin hukum di bidang hukum perdata dan hukum internasional; dan
b. publikasi ilmiah di bidang hukum.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk
memperjelas substansi bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini,
penulis merujuk pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum maupun

rujukan internet yang relevan dengan penelitian.

b. Bahan-Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum merupakan bahan yang digunakan dalam sebuah
penelitian yang bersumber dari bidang non hukum namun memiliki relevansi

dengan penelitian. Dalam penelitian ini, rujukan bahan-bahan non hukum
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meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan rujukan internet dari
bidang non hukum yang relevan dengan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi
kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan analisa hukum secara
terstruktur dan komprehensif dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk
menganalisa permasalahan dalam penelitian.
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan
analisis kualitatif. Pemilihan metode analisis ini, dimaksudkan untuk
mendapatkan hasil kajian yang lebih terstruktur dan komprehensif melalui
hubungan analisis peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum ke
dalam pemecahan permasalahan hukum yang menjadi pokok kajian dalam
penulisan ini.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif karena
dalam penulisan ini menguraikan terlebih dahulu gejala-gejala permasalahan

secara umum hingga selanjutnya terbentuk kesimpulan yang bersifat khusus.
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